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ABSTRAK 
Uswah Khairi Fadillah (B121 13 335) Fungsi Kepolisian Dalam Menentukan 
Status Barang Bukti Penyitaan oleh Aminuddin Ilmar Selaku pembimbing I 
dan Muhammad Hasrul Selaku pembimbing II. 
 Penilitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi 
Kepolisian dalam melakukan pengelolaan barang bukti penyitaan serta 
mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam pelaksanaan 
fungsinya untuk melakukan pengolahan barang bukti penyitaan.  
 Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan 
pelaksaan fungsi Kepolisian dalam menentukan status barang bukti penyitaan 
telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan dilengkapi dengan 
administrasi yang benar. Pelaksanaan ini meliputi tahap penyitaan barang bukti, 
prosedur pengolahan barang bukti, serta administrasi pelaporan barang bukti telah 
dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian 
menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi 
kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi 
anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti untuk melakukan penyimpanan seperti 
belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya 
tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur masih menggunakan 
jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan persepsi antara aparat-aparat 
penegak hokum dengan pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan 
pengelolaan bendan sitaan Negara masih belum siap. 
 Rekomendasi penulis dalaam penelitian ini dilakukan pembenahan sarana 
dan prasarana yang mendukung upaya pengelolaan barang bukti, koordinasi 
antara aparat penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan fungsi 
pengelolaan barang bukti, pelaksanaan pelatihan pengeolaan barang bukti, 
khususnya yang berkaitan dengan barang sitaan seperti emas, barang berharga 
lainnya serta dibutuhkan fasilitas yang memadai guna menjaga keutuhan dan 
perawatan barang sitaan. 
Keyword :  Kepolisian, Penyitaan dan Barang Bukti. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam negara hukum, hukum 
ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, 
pemerintahan, kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain 
“opgelegd om de samenlevingvreedzaam, rechtvaarding, andoelmatigteordenen” 
(diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya 
sasaran negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, kedamaian, dan 
kemasyarakatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum 
dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintah, 
dan kemasyarakatan.
1
 
 Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas 
hukum (Recchstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini 
berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis 
berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan 
menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya.
2
 
 
 
                                                             
1
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22. 
2
EviHartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
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Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah: 
1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; 
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain 
dan tidak memihak; 
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.3 
Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia merupakan negara hukum 
maka di buatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-
undangan tersebut adalah kitab undang-undang hukum acara pidana yang 
mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana menurut 
buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya 
dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan 
tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu 
pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan 
guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
4
 
Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa dalam praktek hukum/praktek 
penegakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat mulai mengayunkan 
langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan 
secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur 
                                                             
3
Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
hlm. 13. 
4
Waluyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15. 
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dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan 
adalah upaya mengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi.  
Istilah barang bukti di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang 
bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan 
Pasal 181. Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang 
bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk 
kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
5
 
Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus 
tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian 
yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah 
melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap 
sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus 
didasarkan pada bukti yang cukup. 
Jadi meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan 
menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang 
pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan 
berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Sehingga 
apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau 
                                                             
5
(Barang Bukti,http://repository.usu.ac.id, diakses pada (18/02/2017) 
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tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana 
pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.
6
 
Jika dilihat dari tujuan hukum acara pidana tersebut diatas, maka yang 
dicari adalah kebenaran yang materiil. yakni kebenaran yang hakiki atau yang 
sebenar-benarnya dan terbukti bersalah yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang 
ada dan selengkap-lengkapnya dan bukan dari sekedar kebenaran formil apalagi 
hanya dengan pengakuan dari tersangka/terdakwa yang tidak didasarkan bukti-
bukti yang lain karena bisa saja yang mengaku tersebut bukan merupakan pelaku 
yang sebenarnya dan jika dikaitkan dengan skripsi yang disusun oleh penulis 
tentang kinerja kepolisian sebagai penyidik dalam menentukan barang bukti pada 
proses penanganan perkara untuk mencari kebenaran materiil itu harus didapat 
dari bukti-bukti suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini polisi sebagai 
penyidiklah yang berkewajiban untuk mencari dan menemukan bukti-bukti 
sehingga menjadi terang tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu 
tindak pidana. Namun dengan perkembangan kemajuan jaman yang semakin terus 
berkembang begitu juga dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 
kejahatan, guna menghilangkan perbuatannya. Tentulah semakin canggih pula 
tindakan pelaku kejahatan untuk mengaburkan atau menghilangkan benda-benda 
atau bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan suatu tindak 
pidana sehingga pelaku kejahatan dapat terbebas dari jeratan hukum, dari hal 
demikian maka bagi penyidik untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi 
                                                             
6
HMA Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Pres, Malang, hlm. 13-14. 
5 
 
suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak 
pidana tersebut diperlukan ketelitian dan kecermatan. 
Menurut data yang berasal dari POLRESTABES Makassar di tahun 2016 
penyidik kepolisian mengeluarkan surat penyitaan sebanyak 435 kali dan ada 
beberapa yang mengalami masalah dalam proses pengelolaan barang bukti hasil 
dari proses penyitaan. 
Adapun hal yang menarik penulis untuk menulis skripsi tentang fungsis 
kepolisian dalam menentukan status barang bukti pada proses penanganan 
tindakan kejahatan yang sulit untuk diungkapkan sehingga dibutuhkan suatu 
upaya untuk mengungkapkan tindakan kejahatan tersebut, sehingga bagaimana 
upaya penyidik untuk mengetahui serta menemukan bukti tersebut.. 
Sebagai contoh kasus yaitu Kejanggalan Berita Acara Penyitaan Barang 
Bukti di Kasus Jessica. Dimana penasihat hukum terdakwa Jessica 
KumalaWongso, Otto Hasibuan, mempermasalahkan mengenai barang bukti es 
Kopi Vietnam yang dituang ke dalam gelas dan botol, semula ada dua gelas dan 
satu botol yang disita dari Cafe Olivier Grand Indonesia pada Rabu (6/1/2016). 
Namun, di dalam berita acara dan di persidangan hanya ada satu gelas dan dua 
botol. 
Dengan melihat ada perbedaan mengenai barang bukti tersebut, maka 
dipertanyakan kepada Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), 
Mudzakkir. BAP  yang dibuat di Polsek Tanah Abang tanggal 8 Januari, padahal 
menurut penyidik barang bukti yang disita itu telah diserahkan ke lab tanggal 7 
Januari.  
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Menurut Mudzakkir, apa yang diperbuat harus dibuat di Berita Acara 
(BA). Penyidik yang melakukan itu harus mempunyai kewenangan agar pihak 
terlibat ada kepastian hukum. Kalau disinikan jadi ragu-ragu. Kalaupun lupa 
dibuat BAP harus fair disebut lupa. Jadi tidak boleh seperti ini, BA (Berita Acara) 
dibuat seperti tanggal asli. Sehingga akibat hukum terhadap barang bukti 
diragukan.
7
 
Dengan adanya kasus ini, penulis ingin melihat bagaimanakah 
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian dalam Menentukan Status Barang Bukti Penyitaan 
bilamana terjadi kasus kriminal, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang 
ditentukan. Kepolisian disini yang akan diteliti yaitu Kepolisian Kota Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam melakukan 
pengelolaan barang bukti penyitaan? 
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan 
fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam 
melakukan pengolahan barang bukti penyitaan. 
                                                             
7
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/kejanggalan-berita-acara-penyitaan-barang-
bukti-di-kasus-jessica, diakses tanggal 2/032017. 
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2. Untuk mengetahui apakah hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian  
dalam pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pengolahan barang bukti 
penyitaan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam 
ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan 
bagaimana permasalahan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mentukan 
status barang bukti penyitaan apakah sesuai dengan aturan atau tidak. 
2. Secara praktis  
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 
serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, 
pemerintah, penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang ada kaitanya 
dengan permasalahan yang dikaji.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kepolisian  
1. Pengertian Kepolisian  
 Pengertian kepolisian Menurut Van Vollehoven dalam bukunya 
“PolitieOverzee” pengertian  “politie”  meliputi organ-organ pemerintah yang 
berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan 
jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut 
kewajiban masing-masing. Dari pengertian di atas maka makna kepolisian 
mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah 
dengan tugas mengawasi, jika perlu mengunakan kekerasan supaya yang 
diperintahkan menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. 
Istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu 
lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang 
oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan bertangungjawab untuk 
menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjukkan pada tugas dan 
wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi 
represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan 
hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam 
rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, 
yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu 
sendiri.  
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 Apabila berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang 
berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian 
adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat maka dapat ditarikpemahman, bahwa hukum kepolisian 
adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintah 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
8
 
Secara normatif pengertian kepolisian tertuang dalam pasal 1 angka 1 
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan bahwa: 
kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam 
undang-undang ini mengandung 2 pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga 
kepolisian. Jika dicermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebut dalam 
pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka fungsi kepolisian 
sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan 
kepada masyarakat. 
Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang 
ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan 
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9
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 H Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, 
Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 2. 
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Ibid, hlm. 3. 
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 Dalam diktum penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan: perkembangan kemajuan 
masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomen supremasi 
hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, 
dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat 
tujuan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan 
harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang makin meningkat dan lebih beriorentasi kepada masyarakat yang 
dilayani.
10
 
2. Tugas  dan Wewenang Kepolisian  
Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 
2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, pasal 13, 14, 15, 16, 17 
,18, dan 19.  
Pasal 13 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a.  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b.  menegakkan hukum; dan 
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
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 Supriadi, 2010, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 133. 
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Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 
dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan; 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa; 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya; 
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 
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i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 15 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:  
a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum; 
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 
kepolisian; 
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan; 
13 
 
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i. mencari keterangan dan barang bukti; 
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat; 
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lainnya berwenang : 
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya; 
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 
dan senjata tajam; 
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 
usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 
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h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 
memberantas kejahatan internasional; 
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional; 
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 
kepolisian. 
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 
a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 16 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
berwenang untuk : 
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan; 
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 
tanda pengenal diri; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
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g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 
tindak pidana; 
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 
diserahkan kepada penuntut umum; dan 
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan 
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 
dilakukan; 
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 
e. menghormati hak asasi manusia. 
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Pasal 17 
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 
wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah 
hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 18 
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri.  
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
Pasal 19 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan 
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. 
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Ruang lingkup tugas dan kewenangan adalah mencakup perihal tindak 
kejahatan dan pelanggaran di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal-hal 
yang termasuk tindak kejahatan diatur dalam KUHP. 
11
 
Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan 
baik  agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, 
Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum 
serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, 
tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia 
terlaksana.
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Beranjak dari 3 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di 
atas, tumpuan negara, bangsa dan masyarakat terletak sepenuhnya di pundak 
kepolisian. Ketiga tugas pokok tersebut akan menguji kemampuan kepolisan 
apakah dapat mengemban, namun tidak dapat dipungkiri, tugas pokok tersebut 
sangat merepotkan kepolisian disebabkan beberapa faktor antara lain: 
1. Terbatasnya anggota Kepolisian Republik Indonesia; 
2. Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam 
menjalankan tugasnya; 
3. Sumber daya manusia yang masih relatif kurang; 
4. Minimnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian. 
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 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
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AndiMunwarmansejarahsingkatPOLRI.http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,
2004042101,id.html.diakses, tanggal 20 Februaril 2017 
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Mewujudkan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU 
No. 2 Tahun 2002 di atas, kepolisian sering kali kehilangan kendali dalam 
melakukan pengamanan dan ketertiban masyarakat. Pada satu sisi, masyarakat 
yang akan diterbitkan tidak memahami tugas kepolisian sebagai aparat negara 
dalam menjalankan keamanan dan ketertiban, sehingga sering kali bringas dan 
ganas dan sering polisi mendapatkan perlakuan yang kasar. Sementara itu, polisi 
pada sisi lain sebagai manusia biasa mempunyai kadar kesabaran dapat dalam 
menangani masyarakat, sehingga sering kali terdapat oknum polisi yang 
melakukan kekerasan. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam menangani 
keamanan dan ketertiban masyarakat mendapat perhatian dan sorotan dari 
berbagai pihak. (134 etika dan tanggung jawab). 
 
B. Penyidik 
a. Pengertian penyidik 
Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP 
lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan 
batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam 
tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik 
negeri sipil.  
Penyidik pembantu selaindiatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan 
Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik 
19 
 
pembantu disamping penyidik.
13
Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan 
orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun 
kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan 
instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolakdari ketentuan 
Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik 
antara lain adalah:  
a. Pejabat Penyidik Polri  
Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, 
maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan 
dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), 
kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, 
diselaraskan dan diseimbangkan dengankedudukan dan kepangkatan penuntut 
umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur 
masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. 
Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah 
sebagai berikut:  
1. Pejabat Penyidik Penuh  
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, 
harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:  
a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;  
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M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 
Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110. 
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b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila 
dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang 
berpangkat Pembantu Letnan Dua;  
c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
 
2. Penyidik Pembantu   
Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah 
Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala 
Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan 
pemerintah.
14 Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik 
pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan 
ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik 
pembantu:
15
 
a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;  
b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan 
syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 
II/a);  
c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul 
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.  
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NicoNgani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2000, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian 
Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, hlm.19. 
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b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang 
sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber 
pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian 
wewenang penyidikan pada salah satu pasal.Wewenang penyidikan yang 
dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang 
menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana 
khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan 
dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai 
dengan undang-undang yangmenjadi landasan hukumnya masing-masing dan 
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan 
penyidik Polri.”  
b. Tugas dan Kewenangan penyidik. 
Tugas Penyidik : 
a. Mengawasi, mengkordinasi dan memberi petunjuk;  
b. Pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada 
penuntut umum;  
c. Pelaksana jika penyidikan dihentikan;  
d.  Pelaksanaan jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika 
melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;  
e. Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan 
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f. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal 
telah dilakukan penghentian penuntutan. 
g. Pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke 
pengadilan; 
h. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada 
terpidana; 
i. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan 
perlawanan. 
Wewenang Penyidik : 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian; 
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
tersangka; 
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
9. Mengadakan penghentian penyidikan; 
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10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Pasal 7 ayat (1).  
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah meneliti identitas tersangka, 
barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi 
antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Pasal 8 ayat (2-3) Penyidik 
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum : 
a.   pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;  
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut 
umum.
16
 
 
C. Barang Bukti  
1. Pengertian Barang Bukti  
Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti sebagai berikut : 
a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim 
akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan 
kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu 
perkara.
17
 
b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan 
dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
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(http://basri3.blogspot.co.id/2012/11/tugas-dan-wewenang-penyidik.html), diakses 18/02/2017. 
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Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 140. 
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berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan 
dan peradilan.
18
 
c. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan 
(kejahatan dan sebagainya).
19
 
d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan 
Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang 
dituntutkan kepadanya.
20
 
Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana 
delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat 
yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam 
orang. 
Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara 
yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu 
merupakan barang bukti, atau hasil delik.
21
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan dari 
bahasa Belanda, bewijs-diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran 
suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijsdiartikan sebagai segala sesuatu 
yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakebenaran fakta lain 
oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada 
Hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan 
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Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk 
Mahasiswa dan  Praktisi Mandar Maju, Bandung, hal. 99-100. 
19
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bukti danpembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara 
membuktikan.
22
 
Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah real 
evidence yang berupa objek materiil (materiil object) yang meliputi tetapi tidak 
terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-
lain.  
Real evidenceini tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara Pidana 
kita (dan Belanda), yang bisa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek 
materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan Terdakwa).
23
 
 
2. Jenis-Jenis Barang Bukti 
Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut Corpora Delicti dan 
InstrumentaDelicti. 
24
 
Corpora delicti dan instrumentadelicti sebagai barang bukti secara tersirat 
dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan 
penyitaan adalah: 
a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;  
b. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya;  
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c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana;  
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;  
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan.  
Huruf a digolongkan Corpora delicti sedangkan huruf b, c, d dan e 
digolongkan Instrumentadelicti.  
Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan 
atas benda-benda tersebut sebagai berikut:  
a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita 
benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai 
barang bukti.  
b. Pasal 41 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang 
menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau 
pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan 
atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat 
atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari 
padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor 
Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau 
pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan  
Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana 
terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan 
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kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum (saksi 
korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut, kecuali menurut 
Undang-Undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau 
dimusnahkan, atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan.  
Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera 
sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera 
dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan. Pasal 194 ayat (3) 
KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 
barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi syarat tertentu dalam 
keadaan utuh. 
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3. Ciri-ciri Barang Bukti 
Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti : 
a. Merupakan objek materiil 
b.  Berbicara untuk diri sendiri  
c.  Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian 
lainnya. 
d.  Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
 
D. Penyitaan  
1. Pengertian Penyitaan 
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik 
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barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan 
tindak pidana yang sedang terjadi.  
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakuka 
noleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak 
pidana yang sedang terjadi.  
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah 
menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri 
terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntut oleh penuntut umum dengan jalan 
melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan 
pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa 
terbukti atau tidak  
Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16KUHAP, yang 
berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16). 
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2. Tata Cara Penyitaan 
Untuk mencegah dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh aparat 
dalam suatu proses penyitaan dan juga untuk menghormati kemerdekaan 
seseorang atas hak untuk dapat menguasai harta benda miliknya, maka pada 
                                                             
26
http://eprints.uny.ac.id/18199/2/4.%20BAB%20II.pdf, diakses 18/02/2017 
29 
 
dasarnya suatu penyitaan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum 
yang berlaku. 
Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam 
Pasal 38 KUHAP yang tertulis : 
1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua 
Pengadilan Negeri setempat; 
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus 
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih 
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan 
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 
persetujuannya.  
Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang akan 
disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan 
dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan 
oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan disaksikan oleh dua orang 
saksi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa secara umum tata cara 
pelaksanaan penyitaan yaitu : 
1. Harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. 
2. Memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal. 
3. Memperlihatkan Benda yang akan disita. 
4. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala 
Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. 
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5. Membuat Berita Acara Penyitaan. 
6. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan. 
7.  Membungkus benda sitaan.    
Persoalan lain yang harus diperhatikan dalam proses penyitaan tersebut 
menurut pendapat Al. Wisnubroto yaitu : 
Sering kali ditemukan Ketua Pengadilan mempergunakan kewenangan untuk 
menentukan dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penyitaan. Hal tersebut 
dapat menimbulkan benturan kepentingan antara penyidik dan Ketua Pengadilan 
Negeri misalnya perlu tidaknya suatu barang disita untuk dijadikan sebagai barang 
bukti. 
Tindakan penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan 
yaitu apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik 
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih 
dahulu. Dalam hal ini penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda 
bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat guna memperoleh persetujuannya. 
Dalam hal tertangkap tangan semua tindakan penyidik harus dilakukan 
dengan segera mungkin termasuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti 
untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan 
tujuan mempersulit pemeriksaan. Penyitaan tersebut tidak perlu menggunakan 
surat perintah melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik 
kepada tersangka atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak 
pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, di kemukakan bahwa penyidik 
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dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai 
barang bukti. Menurut Dewantara bahwa : 
 
 
 
 
Aturan tersebut sebenarnya sangat membantu kinerja aparat di lapangan 
karena jika harus menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka 
akan memakan waktu dan dikhawatirkan benda atau barang yang diduga menjadi 
bukti suatu kejahatan akan dimusnahkan atau dipindahkan sehingga dapat 
menghalangi dan mengaburkan proses hukum.
27
  
3. Macam-macam Penyitaan 
a. Penyitaan biasa 
Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan 
umum penyitaan. Selama masih mungkindan tidak ada hal-hal yang luar biasa 
atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur 
biasaditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk 
dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan 
yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, 
sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. 
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Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum 
adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. 
Kedua,memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, 
memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan 
penyitaan harusdisaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 
dua orang saksi.Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. 
Keenam, membungkus benda sitaan.
28
 
b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak 
Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu 
dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda 
atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut 
dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau 
dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian 
penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 
ayat(2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui 
tatacara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk 
“memberkelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan 
keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga 
darikemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan 
penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, 
dapat menempuh tata cara peyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. 
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Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam 
keadaan perludan mendesak”. 
Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa 
suratizin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak 
sajadan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan 
gunamendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.
29
 
c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan 
Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket 
atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan 
oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi 
atau pengankutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan 
bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan 
atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda 
penerimaan
30
 
Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan 
“pengecualian”penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik 
dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan 
untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat 
digunakan sebagaibarang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian 
keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata 
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sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap 
tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap 
benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.31 
d. Penyitaan tidak langsung 
Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak 
langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil 
sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan 
menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk 
menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar 
pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah 
tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak 
secaralangsung dannyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan 
sendiri oleh orang yang bersangkutan.
32
 
e. Penyitaan surat atau tulisan lain 
Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP 
adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu 
yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” 
oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak 
dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia 
Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat 
disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang 
untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat 
                                                             
31
M.YahyaHarahap, Loc.cit., hal. 271-272. 
32
Ibid. 271-272. 
35 
 
disitaatas persetujuan notaris ataupejabat agraria yang bersangkutan. 
Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada 
persetujuan dari mereka.
33
 
E. Mekanisme Penentuan Barang Bukti Penyitaan  
Mengumpulkan dan Temukan Barang Bukti di Curigai Sebagai Barang 
Bukti  
Pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan 
beberapa metode yakni: 
a.  Metode Spiral 
Dalam metode spiral, caranya adalah tiga orang petugas atau lebih 
menjelajahi tempat kejadian secara beriring, masing-masing berderet 
kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, mulai 
pencarian pada bagian luar spiral kemudian bergerak melingkar mengikuti 
bentuk spiral berputar kearah dalam, metode ini baik untuk daerah yang lapang 
bersemak atau berhutan. 
b. Metode Zone 
Caranya adalah luasnya tempat kejadian perkara di bagi menjadi empat 
bagian dan dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian, jadi masing-
masing 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkaraseluruhnya. Untuk tiap-
tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk dua sampai empat orang petugas untuk 
menggeledahnya. Metode ini baik diterapkan untuk pekarangan, rumah atau 
tempat tertutup. 
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c. Metode Strip  
Caranya adalah tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang 
satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian 
bergerak serentak dari sisi lebar yang satu kesisi lain di tempat kejadian 
perkara. Apa bila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain 
maka masing-masing berputar kearah semula. Metode ini baik untuk daerah 
yang berlereng. 
d. Metode roda 
Dalam hal ini, tempat atau ruangan dianggap sebagai suatu lingkaran, 
caranya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai 
dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju 
kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah penjuru mata 
angin. Metode ini baik untuk ruangan.  
Dalam mencari bukti-bukti tersebut, diperlukan ketelitian disamping 
imajinasi para penyidik, kalau misalnya ruang yang diperiksa itu ialah ruang 
tertutup, maka harus diperhatikan kotoran pada lantai, cat, kloset, pakaian, tirai, 
gorden, dll 
e. Metode Kotak Yang Diperluas 
Caranya adalah dimulai dari titik tenga tempat kejadian perkara dalam 
bentuk kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian dapat dikembangkan 
atau diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani.
34
 
 
                                                             
34
Andi Dirgantara Muhammad, Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari BuktiPada 
Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara, (Fakultas HukumUniversitas Sumatera 
UtaraMedan,2011). 
37 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat 
empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat 
ketentuan-ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana hukum di 
lingkungan instansi Kepolisian. 
B. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau instansi 
penegak hukum dimana penelitian ini akan di laksanakan berdasarkan judul 
“Fungsi Kepolisian dalam Menentukan Status Barang Bukti Penyitaan”. Maka 
penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota Makassar dengan mengambil 
sampel di POLRESTABES Makassar, lokasi ini dipilih karena data yang yang 
tersedia di tempat tersebut lebih menunjang. 
C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi target dalam kajian 
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Kota Makassar 
(POLRESTABES Makassar). 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri 
utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. 
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Untuk menentukan sampel yang akan digunakan untuk mendapatkan data 
maka digunakan teknik penentuan sampel purposive sampling, yaitu 
dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 
dijadikan sampel. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari: 
1. Data Primer  
Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis yang diperoleh di 
lapangan melalui wawancara dengan informan di dalam instansi 
Kepolisian terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
2. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yaitu dengan 
melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah, arsip data dari instansi yang bersangkutan, 
yang ada hubungannya atau relevansinya dengan penelitian. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data 
adalah sebagai berikut: 
1. Teknik Penelitian Kepustakaan yaitu: Teknik  mengumpulkan data 
dengan membaca dan mempelajari berbagai literature, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku, artikel, maupun 
meteri kuliah yang diperoleh . 
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2. Teknik interview yaitu: teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dangan 
objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait 
dengan penelitian ini seperti POLRESTABES Makassar. 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang  di 
peroleh baik itu data primer maupun data sekunder maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan serta menafsirkan data berdasarkan teori 
sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Fungsi Kepolisian Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Bukti 
Penyitaan 
 
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana 
merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktek penegakan hukum di 
Indonesia. Perkembangan dalam praktek menuntut para praktisi untuk 
bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan 
mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan 
kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia. Adapun pengelolaan 
benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi penyitaan atas 
benda/barang yang terkait dengan sutau tindak pidana yang dilakukan oleh 
penyidik. 
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai 
penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, Ketentuan mengenai ketentuan 
umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. 
Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44-46 
KUHAP. Pengertian Penyitaan sendiri dijelaskan pada Bab I Pasal 1 angka 16 
yang menyatakan: 
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
41 
 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 
Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk 
kepentingan pembuktian. 
Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari 
dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan 
konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif 
oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain 
terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak 
pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana 
seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara 
hukum jenis benda yang (akan) disita memiliki cara dan konsekuensi yang 
berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang 
rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat 
terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan 
barangnya. 
Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang 
yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti 
yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah 
bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang 
tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang 
bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang 
yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan resiko hukum 
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bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan 
untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. 
Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan 
memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas 
menjadi milik negara. 
Perkembangan (aturan) hukum yang kerap terlambat dibanding 
perkembangan kejahatan juga menjadi kendala penegakan hukum di bidang 
pengelolaan benda sitaan. Berkembangnya kejahatan mengakibatkan 
berkembang pula jenis barang bukti terkait tindak pidana. Pada kejahatan 
pasar modal, kejahatan asuransi, kejahatan dunia maya, dan lain-lain, penegak 
hukum dituntut lebih memahami sifat dan karakter barang bukti kejahatan 
terutama dalam konteks penyitaan. 
Dalam praktek dan perkembangannya aturan tersebut dianggap tidak 
memadai terlebih dengan perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan itu 
sendiri. Karena pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti 
perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti Polri dan 
Kejaksaan membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas 
tindakan dan pengelolaannya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan 
dengan KUHAP dan peraturan perudang-undangan terkait lainnya tentu tidak 
menjadi masalah. Namun demikian, secara normatif dan praktis lahirnya 
peraturan-peraturan tersendiri itu ternyata belum mampu menyelesaikan 
masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. 
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Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang 
rampasan menimbulkan masalah hukum, perlu kita tinjau dengan pendekatan 
ilmiah pengaturan dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan 
Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memperjelas apakah peraturan 
perundang-undangan yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu dibuat 
aturan baru, atau sekedar permasalahan teknis yang hanya memerlukan 
pengaturan menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga 
perlu ditinjau makna benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem hukum 
kita untuk mendudukkan permasalahan secara proporsional. 
Hasil wawancara penulis dengan Brigadir poisi Chaeruddin selaku 
penyidik di Polrestabes Makassar, mengatakan: 
“Penyitaan barang bukti  yang dilakukan Dengan Surat Perintah 
Penyitaan Dari Kepala Satuan Reserse. Kepala Satuan memberikan 
surat perintah penyitaan kepada penyidik dan atau penyidik pembantu 
yang akan melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika. 
Sehingga hanya penyidik dan atau penyidik pembantu yang menerima 
surat perintah yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang 
bukti. Isi dari surat perintah penyitaan tersebut tentunya perintah untuk 
menyita benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak 
pidana, melakukan pembungkusan atau pun penyegelan dan dilabel 
terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita, dan segera 
mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang bukti yang 
disita oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang diperintahkan. 
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Dalam melakukan penyitaan, penyidik juga menghadirkan kepala 
lingkungan tempat penyitaan dilakukan. Kepala lingkungan yang 
dihadirkan bisa Kepala Desa, Ketua RW atau Ketua RT. Selanjutnya, 
segera membuat berita acara penyitaan. Setelah melakukan penyitaan 
yang didasari adanya surat perintah pelaksanaan penyitaan 
barangbukti, penyidik wajib membuat berita acara penyitaan. Berita 
acara penyitaan tersebut akan dibacakan dan ditandatangani oleh orang 
dimana barang yang disita tersebut berasal yang disaksikan oleh dua 
orang saksi. Berita acara penyitaan ini bertujuan sebagai bukti, bahwa 
penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana 
narkotika telah melakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang ada. 
Karena orang darimana benda yang disita tersebut dapat menolak 
menandatangani jika merasa penyidik melakukan perbuatan yang 
dianggap tidak sesuai peraturan yang ada. Namun jika pemilik atau 
orang yang menguasai barang bukti tersebut menanda tanganinya, hal 
itu menunjukkan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan penyidik 
sudah benar dan sesuai”. 
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Berikut ini Format Berita Acara Penerimaan Barang Bukti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barang bukti temuan yang telah disita penyidik paling lama 1 x 
24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pejabat 
Pengelola Barang Bukti (PPBB). PPBB adalah anggota Polri yang 
mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,menyimpan, 
mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda 
sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.PPBB 
yang menerima penyerahan melakukan pencatatan ke dalam buku 
register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti. Dalam 
hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau 
membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat 
diambil tindakansebagaimana diatur dalam Hukum Acara 
Pidana.Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis 
tanaman, dalam waktu 1 x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib 
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dimusnahkan sejak saat ditemukan,setelah sebagian disisihkan untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan di sidang 
pengadilan. 
Adapun penyerahan barang bukti, harus dituangkan dalam 
berita acara sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, 
PPBB wajib melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan 
Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar 
penerimaan barang bukti; 
b. mengecek dan mencocokan jumlah dan jenis barang bukti yang 
diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti; 
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c. memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, 
dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna 
menentukan tempat penyimpanan yang sesuai; 
d. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar 
barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan 
salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan 
petugas lainnya; 
e. melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan 
dokumentasi; 
f. mencoret dari buku register, barang bukti yang sudah dimusnahkan 
atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan 
g. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan 
Kasatker. 
Berikut ini Format Berita Acara Penyimpanan Barang Bukti 
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Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti secara 
kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya 
penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu ditempat asal 
barang bukti disita. Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti 
secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai 
ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal barang bukti yang 
diperiksa dan diteliti secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan 
meledak, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Hukum Acara 
Pidana. Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti bersifat 
terlarang, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 
tentang Narkotika dan Psikotropika. Proses pemeriksaan dan penelitian 
barang bukti dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-
pihak terkait. 
Berikut ini Format Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti. 
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Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan 
terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan 
dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat 
perintah pemusnahan dari atasan Penyidik. 
Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik dikeluarkan oleh: 
a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada 
tingkat Mabes Polri; 
b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda; 
c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes; 
d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan 
e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta. 
 
Berikut ini format surat perintah pemusnahan barang bukti. 
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Terhadap pelaksanaan pengeluaran barang Bukti, Ketua Pengelola 
Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut: 
a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan 
pemusnahanbarang bukti; 
b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan 
kepada atasan penyidik dan tersangka; dan 
c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang 
tersedia. 
Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti wajib disisihkan 
untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam 
buku register yang tersedia. Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari 
daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan 
kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam 
dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola 
Barang Bukti. 
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P 
 
 
 
 
 
 
Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti selain dilakukan 
secara umum dank husus. Pengawasan secara umum dilakukan mulai tingkat 
Mabes Polri sampai Polsek/tro/ta dilakukan secara rutin oleh Kasatker dan 
Kasatfung. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan: 
a. memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti; 
b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan 
c. memeriksa kondisi fisik barang bukti. 
Pengawasan juga dilaksanakan dalam bentuk: 
a. supervisi; dan 
b. pengawasan dan pemeriksaan (wasrik). 
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Pengawasan secara khusus dilakukan apabila terdapat kejadian yang 
bersifat khusus, sehingga perlu dibentuktim yang ditunjuk berdasarkan surat 
perintah.Tim pengawas terdiri dari unsur: 
a. Inspektorat Pengawasan; 
b. Propam; 
c. Intelijen Keamanan; dan 
d. fungsi terkait lainnya. 
Kejadian yang bersifat khusus antara lain adalah sebagai berikut: 
a. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan; 
c. penyalahgunaan barang bukti; 
d. hilangnya barang bukti; dan 
e. adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau 
rusak. 
Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita 
acara, bukukontrol, dan buku register daftar barang bukti. Pelaporan 
pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, 
dantahunan) yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti dan wajib 
dilaporkan kepada Kasatfung dengan tembusan Kasatker serta fungsi terkait 
lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, dapat di 
rangkaikan tindakan yang dilakukan terkait barang bukti adalah sebagai 
berikut. Pertama, dilakukan Dengan Surat Perintah Penyitaan Dari Kepala 
Satuan Reserse, Kepala Satuan Reserse memberikan surat perintah 
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penyitaankepada penyidik dan atau penyidik pembantu yang akan melakukan 
penyitaan barang bukti tindak pidana. Sehingga hanya penyidik dan atau 
penyidik pembantu yang menerima surat perintah yang berwenang untuk 
melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana. Isi dari surat perintah 
penyitaan tersebut tentunya perintah untuk menyita benda atau barang yangd 
iduga ada kaitannya dengan tindak pidana, melakukan pembungkusan atau 
pun penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang 
disita, dan segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang 
bukti yang disita oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang 
diperintahkan. 
Dalam melakukan penyitaan, penyidik juga menghadirkankepala 
lingkungan tempat penyitaan dilakukan. Kepala lingkungan yangd ihadirkan 
bisa Kepala Desa, Ketua RW atau Ketua RT. 
Setelah dilakukan penyitaan penyidik segera membuat berita acara 
penyitaan. Setelah melakukan penyitaan yang didasari adanya surat perintah 
pelaksanaan penyitaan barang  bukti, penyidik wajib membuat berita acara 
penyitaan. Berita acara penyitaan tersebut akan dibacakan dan ditandatangani 
oleh orang dimana barang yang disita tersebut berasal yang disaksikan oleh 
dua orang saksi. Berita acara penyitaan ini bertujuan sebagai bukti, bahwa 
penyidik dalam melakukan penyitaan barang buktipada tindak pidana 
narkotika telah melakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang ada. Karena 
orang darimana benda yang disita tersebut dapat menolak menandatangani 
jika merasa penyidik melakukan perbuatan yang dianggap tidak sesuai 
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peraturan yang ada. Namun jika pemilik atau orang yang menguasai barang 
bukti tersebut menandatanganinya, hal itu menunjukkan bahwa prosedur 
penyitaan yang dilakukan penyidik sudah benar dan sesuai. 
Tindak selanjutnya adalah meminta persetujuan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri. Setelah proses penyitaan barang bukti selesai dilakukan, 
dan berita acara penyitaan telahd isetujui dan ditandatangani oleh pemilik atau 
penguasa barang. Penyidik diwajibkan segera meminta surat persetujuan 
penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan Ketua 
Pengadilan Negeri sangat penting maknanya dalam proses penyitaan barang 
bukti. Hal ini karena apabila penyitaan yang dilakukan tidak disetujui oleh 
Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah dan 
barang bukti yang disita tidak dapat diajukan dalam proses pemeriksaan 
persidangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan persetujuan Ketua 
Pengadilan Negeri, penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti harus 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyitaan 
barang bukti, penyidik reserse narkoba polrestabes Makassar selalu sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada, oleh karena itu Ketua 
Pengadilan Negeri selalu memberikan persetujuan penyitaan. 
Selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti. Barang bukti tindak 
pidana yang telah disita oleh penyidik, kemudian ditimbang untuk diketahui 
berapa beratnya. Hal ini juga sangat penting perannya dalam 
tahapanpenyidikan dan pembuktian. Apakah tersangka hanyalah pemakai, 
pengedara ataupun bandar narkoba. Dibuatlah berita acara penimbangan 
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barang bukti. Seperti halnya dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, 
penimbangan barang bukti jugaharus dibuat berita acara. Berita acara ini di 
saksikan oleh tersangka dan juga saksi-saksi yang menyaksikan acara 
penimbangan barang bukti ini. Dalam beritaacara penimbangan ini, dijelaskan 
tentang benda apa yang ditimbang dan juga berapa berat hasil timbangan 
tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tatacara yang dilakukan pada 
saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam 
melakukan penimbangan barang bukti. Apabila tersangka sudah setuju dan 
puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka tersangka 
harus menanda tangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun jika 
tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan 
barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk 
tidak menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah 
dibuat. 
Barang bukti harus segera di bungkus dan disegel. Setelah barang 
bukti tindak pidana yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk 
membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar 
barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian 
dalam proses pemeriksaan persidangan. Selanjutnya penyidik membuat berita 
acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Setelah proses 
pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti proses lainnya 
penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan yang isinya 
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tentang barang bukti apa saja yang dibungkus dan atau disegel sertatata cara 
pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara 
pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini kemudian ditanda 
tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana. 
Peyidik meminta penetapan status barang bukti kepada Kepala Kejaksaan 
Negeri. Dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, terdapat 
kekhususan yaitu penyidik harus meminta penetapan status barang bukti 
kepada kepala kejaksaan negeri. Penetapan status barang bukti tersebut 
berisikan tentang apa yang harus dilakukan penyidik terhadap barang bukti 
tindak pidana yang telah disita apakah akan dimusnahkan ataupun 
dimanfaatkan.  
Atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polrestabes 
Makassar, tentang proses penyitaan barang bukti tindak pidana Penulis 
menyimpulakan bahwa proses penyitaan barang bukti yang telah dilakukan 
oleh penyidik tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
ada. Hal ini dapat dibuktikan pada saat penyidik meminta persetujuan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri selalu memberikan 
persetujuan atas penyitaan barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh 
penyidik tindak pidana di Polrestabes Makassar. 
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B. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Kepolisian Menjalankan Fungsinya 
Dalam Pengelolaan Barang Bukti Penyitaan 
 
Penelitian penulis pada lokasi penelitian, yani Polrestabes Makassar, 
terdapat hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti dalam 
proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan, antara lain dalam 
hal Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang 
maksimal. Menurut  salah satu penyidik, barang bukti belum dirawat 
sebagaimana mestinya seperti motor  yang bisanya salah satunya bannya 
sudah gembos, banyak debu di motor, spion pada motor yang satu lepas, 
hanya itu saja untuk keadaan mesin-mesin motor sendiri masih utuh. Belum 
memadainya fasilitas tempat/ sarana prasarana Penghambat pelaksanaan Sat 
Tahti(Satuan Tahanan dan Barang Bukti) belum maksimal karena masih 
terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan 
penyimpanandan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi 
kurang maksimal.  
Kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan 
fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti untuk melakukan 
penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai 
(brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam 
struktur keorganisasian SatTahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) sehingga 
dalam hal pengukuran barang barang tertentu misal emas, maka pihak Sat 
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Tahti harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas 
tersebut. 
Undang-undang yang terkaitdengan Tata cara Pengelolaan Barang 
bukti tidak berjalan dengan maksimal. Halitu dikarenakan kurangnya 
sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian jadi 
pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa 
ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpaada 
perawatan. Tidak adanya aturan Perundang-undangan terkait penyitaan hewan 
belum diatur secara rinci, terlebih tidak adanya penitipan hewan yangdisita 
oleh penyidik. Sehingga apabila barang bukti tersebut berupa hewan maka 
pejabat pengelola barang bukti hanya mengambil sempel dari hewan tersebut, 
misalnya ayam hanya diambil bulunya dan hanya di foto sebagai barang bukti 
dalam persidangan. 
Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, penulis juga 
melakukan penelitian dengan pihak RUPBASAN.  Tempat penyimpanan 
barang bukti memang seharusnya berada atau di simpan di RUPBASAN 
sesuai aturan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pihak Rupbasan 
mengemukakan bahwa, kesulitan dan atau hambatan di dalam pengelolaan 
benda sitaannegara dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kendala intern 
dan kendala ekstern. Kendala intern merupakan kendala yang muncul di 
dalam RUPBASAN itu sendiri, meliputi Gedung atau gudang yang belum 
memenuhi syarat. 
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Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
RINomor : M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 april 2003 tentang pola 
bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa luas 
tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 Hektar. Dalam gedung 
RUPBASAN tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan barang yang 
terdiri dari gudang basan barang berharga, basan baran umum,basan barang 
terbuka, dan kandang hewan. 
Selanjutnya dari aspek jumlah personil ( pejabat / petugas ) 
RUPBASAN yang masih kurang. Personil yang ada sampai sekarang masih 
kurang memadai. Hal ini menyebabkan tidak sebandingnya pelaksanaan 
fungsi pengawasan dan pelaksana tugas pengawasan.   
Selanjutnya adalah Sarana dan Prasarana masih belum memadai, 
terutama yang menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. 
Selain itu masalah anggaran pemeliharaan basan dan baran di RUPBASAN 
masih sangat terbatas (belum maksimal). 
Sedangkan kendala ekstern yang menjadi hambatan dalam pengelolaan 
barang bukti merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan 
RUPBASAN yang meliputi seperti belum adanya dana yang cukup dari 
instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan basan / barang ke 
RUPBASAN (contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri).  
Hal ini dikarenakan belum adanya persamaan persepsi antar aparat-
aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu 
sendiri.Masih terdapat anggapan / kurang adanya kepercayaan dari aparat-
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aparat penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN terkait 
mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara  masih dianggap 
belum siap. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Adapun kesimpulan penulis pada skripsi ini sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam menentukan status barang 
bukti penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 
berlaku dan dilengkapi dengan administrasi yang benar. Pelaksanaan 
ini meliputi tahapan Penyitaan barang bukti, prosedur pengolahan 
barang bukti, pengamanan, perawatan, pemusnahan barang bukti, 
pengawasan barang bukti, serta administrasi pelaporan barang bukti 
telah dilaksanakan dengan baik. 
2. Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan 
fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi 
kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan 
fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti untuk 
melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan 
uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. 
Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian dalam hal 
pengukuran barang-barang tertentu misalnya emas, sehingga masih 
menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan 
persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak 
pejabat RUPBASAN. Masih terdapat anggapan/kurang adanya 
kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum terhadap pihak 
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RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan 
negara masih dianggap belum siap. 
B. Saran 
Adapun saran penulis dalam skripsi ini adalah: 
1. Perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang mendukung upaya 
pengelolaan barang bukti dan perlu dilakukan koordinasi yang baik antar 
aparat penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan fungsi 
pengelolaan barang bukti. 
2. Perlu dilakukan pelatihan pengelolaan barang bukti, khususnya yang 
berkaitan dengan barang sitaan seperti emas, dan barang berharga lainnya 
juga dibutuhkan fasilitas yang memadai guna menjaga keutuhan dan 
perawatan barang sitaan.  
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